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KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas segala rahmat dan karunia Tuhan Yang
Maha Esa, Direktorat Pengawasan Distribusi pelayanan Obat,
Narkotika, Psikotropika dan Prekursor telah menyelesaikan
pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan anggaran
pemerintah dalam bentuk Laporan Kinerja tahun anggaran
2018. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk transparansi dan
akuntabilitas kami sebagai penyelenggara layanan publik
dalam berpartisipasi membangun tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih (good governance and clean
government).

Dalam Laporan Kinerja yang telah disusun, kami menyajikan data capaian kinerja,
kendala dan solusi dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan pada tahun
2018. Selanjutnya, kami berharap laporan kinerja ini dapat menjadi bahan
monitoring dan evaluasi dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan serta
optimalisasi dan efisiensi redliasasi, baik redlisasi kegiatan maupun realisasi
anggaran kami di tahun-tahun mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik kepada seluruh
pegawai Direktorat Pengawasan Distribusi pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika
dan Prekursor dan semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penyajian
data capaian kinerja dalam Laporan Kinerja 2018. Hal ini semata-mata dilakukan
untuk mewujudkan penyelenggaraan instansi pemerintahan yang bersin dan
akuntabel.

Akhimya, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat berguna untuk seluruh
pihak terkait, baik internal maupun eksternal. Kami akan terus berupaya
meningkatkan kinerja Direktorat Pengawasan Distribusi pelayanan Obat, Narkotika,
Psikotropika dan Prekursor daiam mendukung usaha Badan POM untuk melindungi
masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Jakarta, 28 Februari 2019
Direktur Pengawasan Distribusi
Pelayanan Obat, NPP

Drd. Rafna Irawati, Apt, M.Kes
NIP. 19630525 199103 2 001
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Mulai tahun anggaran 2000/2001 melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintahan wajib
menyampaikan laporan akuntabilitas instansi pemerintah sebagai salah satu wujud
pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Direktorat
Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang
merupakan salah satu unit eselon Il di Badan POM juga telah menyampaikan
laporan kinerja instansi pemerintah tersebut dari tahun ke tahun.

Sebagai salah satu unit yang melaksanakan pengawasan post market di Badan
POM, kegiatan kami mendukung program Pengawasan Obat dengan sasaran
kegiatan yaitu Meningkatnya Obat yang Aman, Berkhasiat, dan bemmutu melalui
Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropilka dan Prekursor,
Meningkatnya Permohonan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang diselesaikan
tepat waktu, Meningkatnya Kemampuan Balai dalam melakukan Pengawasan
Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat. Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut
telah dibuat serangkaian kegiatan yang dapat divkur. Pengukuran keberhasilan
atau kegagalan peloksanaan kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan
menetapkan indikator kinerja yang disertai target kinerja.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, sesuai Renstra tahun 2015-2019
Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan
Prekursor menggunakan 4 (empat) Indikator Kinerja yang masing-masing didukung
indikator kinerja relevan yang mendorong tercapainya Indikator Kinerja Utama
tersebut. Indikator Kinerja Utama kami adalah 1) Persentase Balai yang sesuai dalam
pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat; 2)
Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana Distribusi Obat,
Narkotika, Psikotropika dan Prekursor; 3) Persentase Permohonan Penilaian Sarana
Distribusi Obat yang diselesaikan tepat waktu; dan 4) Jumiah . Indikator Kinerja ini
juga telah tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018.

Hasil capaian kinerja rata-rata ke 8 (delapan) Indikator Kinerja adalah 108,14 %
dengan kategori Memuaskan (100% < X < 125%).

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2018, seharusnya Direktorat Pengawasan
Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor memiliki dukungan
anggaran sebesar Rp.  18.566.990.000,-, namun dalom perjalanannya jumiah
anggaran kegiatan di tahun 2018 adalah sebesar Rp. 12.777.500.000.- setelah
adanya OTK baru.

Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
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Realisasi keuangan apabila dibandingkan dengan pagu sebelum OTK baru adalah
sebesar 63,48 % sedangkan apabila dibandingkan dengan pagu setelah OTK Baru
adalah sebesar 92,24%.

Perhitungan pagu KEGIATAN ANTARA LAIN : terdapat 4 (Empat) kegiatan yang
tidak efisien, yaitu Peningkatan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) Sarana
Distribusi, Koordinasi Nasional dan Lintas Sektor di Bidang Distribusi Obat,
Pengawasan Label Obat yang Beredar, dan Peningkatan kemampuan
Farmokivigilans Pada Stakeholder. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan
di OTK lama yang anggarannya dilakukan revisi dan sebagian berpindah ke unit
kerja Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Ekspor-impor  ONPPZA.
Ketidakefisienan kegiatan tersebut karena terdapat sebagian anggaran yang tidak
digunakan secara optimal sedangkan tupoksi kegiatan tersebut telah berpindah ke
unit kerja lain. Mengingat perpindahan anggaran dan tupoksi dari OTK lama ke OTK
baru membutuhkan wakiu sedangkan kegiatan harus terus berjalan menyebabkan
koordinasi antara dua unit kerja baru dan lama menjadi sedikit terkendala.

Selain itu, seiring dengan berjalannya tahun anggaran 2018, terdapat pemotongan
anggaran. Namun, Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika,
Psikotropika dan Prekursor tidak melakukan penyesuaian farget realisasi fisik
(output). Hal ini dikarenakan semangat optimisme kami, dimana kami ingin melihat
sejauh mana kinerja bisa dimaksimalkan agar tetap menghasikan output yang
tinggi walaupun dengan anggaran yang sudah dipotong. Namun ke depan, perlu
dilakukan andlisis lebih dalam mengenai perlu tidaknya penyesuaian target apabila
terfjadi pemotongan anggaran terutama kegiatan-kegiatan yang memerlukan
anggaran yang cukup besar dalam pelaksanaannya. Secara garis besar kegiatan
di tahun 2018 berhasil terealisasi dengan efektif dan efisien.

Secara keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran
untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Beberapa langkah-langkah
perbaikan telah dirumuskan untuk dikaiji lebih lanjut untuk menghasilkan tindakan
perbaikan yang tepat sasaran. Beberapa langkah penting sebagai strategi
pemecahan masalah atau bahan pertimbangan untuk merumuskan perbaikan di
masa yang akan datang, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepekaan terhadap perubahan-perubahan yang muncul saat
tahun berjalan (sebagai contoh adanya pemotongan anggaran) sehingga
dapat merumuskan langkah-langkah strategis dan tepat agar kegiatan-
kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi dengan efektif dan efisien.

2. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi yang baik di antara unit-unit kerja
terkait yang berada dalam lingkungan Badan POM maupun pihak-pihak terkait
lainnya dalam merumuskan  kebijakan di bidang pengawasan distribusi
Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.

Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
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LATAR BELAKANG

Dengan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transpatgn
dan akuntabel sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200k
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Pemerintafy.
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi  Pemerintah, Direktorat Pengawasan Distribusi  Pelayanan  Obat,
Narkotika, Psikotropika dan Prekursor menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (SAKIP}) dalam redlisasi kegiatannya. SAKIP adalah rangkaian
sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk
tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Seluruh kegiatan utama yang meliputi tugas pokok dan fungsi instansi
pemerintah, program kerja yang menjadi isu nasional serta aktivitas yang
dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah wajib
disampaikan pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban tersebut berupa
Laporan Kinerja yang disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan
tembusan kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan
Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara serta Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Bagi Direktorat Pengawasan Distribusi dan  Pelayanan Obat, Narkotika,
Psikotropika dan Prekursor, Laporan Kinerja merupakan wadah untuk
mempertanggungjawabkan dan menjelaskan hasil kinerja baik itu keberhasilan
maupun kegagalan selama tahun bersangkutan. Kegagalan atau kegiatan
yang kurang efisien akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kami di masa-
masa yang akan datang. Sementara keberhasilan akan kami gunakan untuk
pemicu semangat untuk tetap mempertahankan prestasi kinerja yang telahg
dicapai. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotik
Psikotropika dan Prekursor selalu berusaha untuk menciptakan pemerintahas
yang akuntabel, transparan dan dipercaya oleh masyarakat deng@
mengimplementasikan SAKIP dalam setiap sendi penyelenggaraan kegiatg




ARAN UMUM ORGANISASI

awal tahun 2018 Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT mengalami
wbahan organisasi dan tata kerfja menjadi Direktorat Pengawasan Distribusi
layanan  Obat, Narkotika, Psikofropika dan Prekursor. Sesuai dengan

v Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan
Prekursor mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan
bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pengawasan sarana/fasilitas distribusi dan pelayanan obat, narkotika dan
precursor,

Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan
Prekursor menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas
distibusi  obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan
sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor.

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas
distibusi  obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan
sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor.

c. Penyigpan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
pengawasan sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor
dan sarana/fasilitas, pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
Non Departemen yang telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 Tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001,
dan sebagaimana telah diubah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan
Makanan. Badan POM (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pengawasan Obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Presiden.

= Kepala Badan POM menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat
~ don Makanan Nomor 26 Tahun 2017 yang menjelaskan kedudukan Direktorat
‘Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ObaT, Narkotika, Pikotropika dan Prekuror
Badan POM. Direktorat Pengawasan Distribusi dan  Pelayanan Obar,
tkotika, Pikotropika dan Prekuror berada di bawah Deputi Bidang
vasan Obat dan NAPPZA sebagai unit kerja eselon .




. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

34 (tiga puluh empat) orang. Komposisi SDM sesuai latar belakang p
terdiri dari $2 sebanyak 4 (empat) orang (11,76 %), profesi apoteker seb
(dua puluh) orang (58,82 %) dan Apoteker Tugas Belajar 1 (satu) orang (
ST sebanyak 10 (sepuluh) orang (29,41 %). Komposisi pegawai berdasarkar
sangat produktif yaitu usia 15 — 49 tahun yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) or
(88,23%) dan usia ditas 49 tahun sebanyak 4 ([empat) orang (13,33%). Selain P
Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika
dan Prekursor memiliki tenaga honorer sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26
Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan
Makanan, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika,
Pikofropika dan Prekuror mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan  kebijakan, penyusunan nomma, standar, prosedur, kriteria,
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di
bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi dan pelayanan obat, narkotika,
psikofropika, dan prekursor. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut,
Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika
dan Prekursor menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas
distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan
sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas
distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan
sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pengawasan sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika,
psikotropika, prekursor, dan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika,
psikofropika, dan prekursor;

4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan
sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, £
dan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotfropika, dan prekursor;

5. Pelaksanaan penilaian cara distribusi yang baik untuk sarana/fasilitas distril
obat; -

6. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkoti
psikotropika, prekursor, dan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika;
psikotropika, dan prekursor;

7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pe
sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropikao




arana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;

. Pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

tuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pengawasan
Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor didukung
oleh 3 (tiga) Sub Direktorat yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan
fungsi sebagai berikut:

1. Subdirektorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor, dan Bahan Obat Regional |

Subdirektorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor, dan Bahan Obat Regional | mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta
evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi
obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional I.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pengawasan Sarana Distribusi
Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional |
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penilaian dan inspeksi
sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan
obat regional [;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan inspeksi
sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan
obat regional |;

C. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang penildian dan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika,
psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional I;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika,
prekursor, dan bahan obat regional I; dan

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian
dan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor,
dan bahan obat regional |.

~ Subdirektorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika,
1 ursor, dan Bahan Obat Regional | terdiri atas:

' eksi Penilaian Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor,
an Bahan Obat Regional I.




Seksi Penilaian Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropikegf
dan Bahan Obat Regional | mempunyai tugas melakukan B
bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunat
standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pen
sarana distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan ‘ok
di wilayah Provinsi Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, Daerah Kht
lbukota Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Rid
Serang, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

b. Seksi Inspeksi Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan
Bahan Obat Regional I,

Seksi Inspeksi Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan
Bahan Obat Regional | mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan inspeksi sarana
distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat di
wilayah Provinsi Provinsi Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Riau,
Serang, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

2. Subdirektorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, dan Bahan Obat Regional i

Subdirektorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor, dan Bahan Obat Regional 1| mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta
evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi
obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional Il.

Subdirektorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor, dan Bahan Obat Regional Il menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijokan di bidang penilaian da :
inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursok
dan bahan obat regional Ii;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijokan di bidang penilaian ;
inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prek
dan bahan obat regional I;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat,
psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional II;




enyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
penilaian  dan  inspeksi  sarana/fasilitas  distribusi  obat, narkotika,
psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional II; dan

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian
dan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika,
prekursor, dan bahan obat regional i

Sub direktorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor, dan Bahan Obat Regional Il terdiri atas:

a. Seksi Penilaian Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor,
dan Bahan Obat Regional II;

Seksi Penilaian Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor,
dan Bahan Obat Regional I mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penilaian
sarana/fasilifas  distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan
bahan obat di wilayah Provinsi Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara,
Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Baraf, Nusa Tenggara Timur,
Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

b. Seksi Inspeksi Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan
Bahan Obat Regional Il

Seksi Inspeksi Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan
Bahan Obat Regional II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan  evaluasi, dan  pelaporan  pelaksanaan  inspeksi
sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan
bahan obat di wilayah Provinsi Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara,
Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.




3. Subdirektorat Pengawasan Sarana Pelayanan Obat, Narkotika,
dan Prekursor
Subdirektorat Pengawasan Sarana Pelayanan Obat, Narkotika, Ps
dan Prekursor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyi
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelape
di bidang pengawasan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkofika,
psikotropika, dan prekursor.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengawasan Sarana Pelayanan

Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan  kebijakan di bidang pengawasan
sarana/fasilitas pelayanan kategori | dan 1l obat, narkotika, psikotropika,
dan prekursor;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan
sarana/fasilitas pelayanan kategori | dan Il obat, narkotika, psikotropika,
dan prekursor;

C. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pengawasan sarana/fasilitas pelayanan kategori | dan |l obat,
narkotika, psikotropika, dan prekursor;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengawasan sarana/fasilitas pelayanan kategori | dan Il obat, narkotika,
psikotropika, dan prekursor;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di  bidang
pengawasan sarana/fasilitas pelayanan kategori | dan Il obat, narkotika,
psikotropika, dan prekursor; dan

f. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Subdirektorat Pengawasan Sarana Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika,
dan Prekursor terdiri atas:
a. Seksi Pengawasan Sarana Pelayanan Kategori | Obat, Narkotika,
Psikotropika, dan Prekursor;
Seksi Pengawasan Sarana Pelayanan Kategori | Obat, Narkotika,
Psikotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan normag
standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawas
apotek dan toko obat.
b. Seksi Pengawasan Sarana Pelayanan Kategori Il Obat, Na
Psikotropika, dan Prekursor;
Seksi Pengawasan Sarana Pelayanan Kategori 1| Obatf, N
Psikotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melakukan g -
bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunar
standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis de




rna pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan
- ‘fumah sakit, klinik, puskesmas, dan praktik dokter atau bidan.

. Seksi Tata Operasional.

Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata
operasional pengawasan distribusi dan pelayanan obat, narkotika,
psikotropika, dan prekursor.

PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUES)

Pelaksanaan sistem jaminan kualitas melalui Cara Produksi Obat yang Baik
(CPOB) yang diterapkan oleh industri farmasi belum cukup memberikan
jaminan bahwa obat tetap aman, bermanfaat dan bermutu untuk dikonsumsi
olen masyararat apabila tidak dijaga kualitasnya selama obat berada di jalur
distribusi. Dalam perjalanan  terdapat faktor lingkungan yang dapat
mempengaruhi mutu obat, seperti cahaya, suhu dan kelembaban. Selain faktor
lingkungan yang dapat menurunkan mutu obat, terdapat faktor lain seperti
campur tangan pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan
masuknya obat ilegal kedalam rantai distribusi atau diversi obat legal ke jalur
ilegal. Oleh karena itu penting adanya sistem jaminan kualitas pada jalur
distribusi obat setelah penerapan CPOB pada sektor produksi oleh industri
farmasi.

Kewaijiban penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di sarana distribusi
(Pedagang Besar Farmasi/PBF) tertera dalam Keputusan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.3.2522 Tahun 2003 tentang
Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik yang selanjutnya diperkuat
oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/V1/2011 tentang
Pedagang Besar Farmasi sebagaimana divbah melalui Permenkes Nomor 34
Tahun 2014 dan Nomor 30 tahun 2016. Ketentuan CDOB yang dimaksud
mengikuti ketentuan yang dituangkan pada Pedoman Teknis CDOB sesuai
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan  Makanan  Nomor
HK.03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012. Direktorat Pengawasan Distribusi dan
Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor merupakan unit yang
bertanggung jawab pada pengawasan implementasi CDOB pada PBF. Untuk
itu, telah ditetapkan program pengawasan implementasi CDOB di Indonesia
yang diikuti dengan sertifikasi CDOB pada seluruh PBF di Indonesia.

“Di tahun 2018 juga terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elekironik. Dalam peraturan
srsebut diterapkan kebijakan Online Single Submission (OSS) bagi para pelaku
saha untuk mengajukan perizinan kepada pemerintah. Meskipun Badan POM

k. berperan langsung dalam perizinan sarana  distribusi dan  sarana
an kefarmasian, dengan terbitnya kebijakan  OSS  tersebut




mengharuskan Badan POM melakukan penyelarasan dalam pengal :
di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.

Akhir-akhir ini sering diberitakan di media tentang temuan obat p
penyalahgunaan obat yang banyak ditemukan di sarana pelc
kefarmasian. Hal ini ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan Rl d
mengubah beberapa Peraturan Menteri Kesehatan Rl terkait sta
pelayanan kefarmasian Rumah  Sakit, Apotek dan Puskesmas, ya
memperkuat peran Badan POM sebagai pengawas pengelolaan obat dit
sarana  pelayanan  kefarmasian, serta  diterbitkannya  Peraturan  Menteri@ &
Kesehatan RI Nomor 53 Tahun 2016 tentang pencabutan Peraturan Menteri
Kesehatan RI nomor 284 tahun 2007 tentang Apotek Rakyat. Selain itu, dengan
adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tugas pengawasan obat juga
ditujukan untuk memastikan obat JKN yang beredar aman dan bermutu.

Dengan kondisi ini, maka Badan POM mempunyai cakupan pengawasan obat
yang semakin luas dan kompleks. Badan POM dalam hal ini Direktorat
Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan
Prekursor harus melakukan upaya revitalisasi pengawasan obat antara lain
dengan memperkuat kerjasama dengan stakeholder dalam  rangka
peningkatan pengawasan obat seperti dengan Kementerian Kesehatan R,
Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Polri, Kementerian
Perdagangan, dan lain-lain.

Sesuai dengan amanah Inpres nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan
Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana Badan POM berperan
sebagai koordinator pelaksanaan pengawasan obat dan makanan, Badan
POM perlu meningkatkan kinerja pengawasannya secara lebih efektif lagi,
bersama Kementrian Negara, lembaga dan daerah, yaitu Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri
Perdagangan, Menteri  Perindustrian,  Menteri  Pertanian,  Menter
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam
Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Komunikasi dan Informatika,
Gubernur, dan Bupati & Walikota. Lembaga-lembaga ini diharapkan dapat 8
bersinergi dengan BPOM untuk lebih terlibat aktif dalam kegiatan Pengawasan

Obat dan Makanan. :

Upaya untuk meningkatkan kompetensi petugas pengawas obat, dilakuk
melalui pelatihan terkait pengawasan obat bagi petugas pengawas di D
Kesehatan Kabupaten/ Kota, serta pelatihan pengelolaan obat ke,
petugas pengelola obat di sarana pelayanan kefarmasian. Disamp
Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psik
dan Prekursor memperkuat kompetensi inspektur CDOB dengan mel
pelatihan inspektur CDOB secara berjenjang, serta mengadal
komunikasi inspektur CDOB  untuk menginformasikan adanya/




_ an terbaru di bidang pengawasan obat juga untuk menyamakan

== Psi terhadap suatu masalah. Direktorat Pengawasan  Distribusi dan

ayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor juga akan menyusun

atau merevisi peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan Iain - lain dalam rangka
erkuatan pengawasan obat.

» Dengan banyaknya kasus peredaran obat-obat palsu termasuk ilegal dan obat
yang kedaluwarsa yang dapat membahayakan masyarakat dan dimbangi
dengan langkah-langkah perkuatan Badan POM baik secara internal maupun
eksternal, kami berupaya untuk segera menetapkan kewajiban PBF untuk
memiliki sertifikat CDOB sebagai dasar operasional kegiatannya (Sertifikasi
CDOB bersifat mandatory).

E. STRUKTUR ORGANISASI
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Gambar 1. Struktur Organisasi Badan POM



Dalam Struktur Organisasi Badan POM, Direktorat Pengawasan Di
Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor berada di b
bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat dan:l
(Deputi 1) sebagai salah satu unit eselon IIl. Posisi Direktorat Peng
Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor di
POM dapat ditunjukkan dalam gambar 1.

Selanjutnya untuk mendukung tugas dan fungsinya, Direktorat Pengawasa
Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor mempunydi
struktur organisasi seperti dalam gambar berikut:

s.zbdal PPnp awasan \,n.wa K Subdit Pengawasan Sarana }

ST Obat. N‘ukauka ] E Subdit Pengawasan Sarana

Pelayanan Ot

!
"ﬁkmmc.d 5 *L . Psikotropika, r’ld‘ Prekursor

Bahan Obat Regional 1

ranan Obat,
omka dan Preks
Kategori

Prekirsor dan Ba Obat ]
y Regional 1 i |

Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Distribusi
dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor




Iporan Kinerja harus bisa menjelaskan capaian kinerja yang divkur dengan
bandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian
nerjia Tahun 2018. Bukan hanya menyaijikan data capaian, Laporan Kinerja
ebisa mungkin memberikan andlisis terhadap keberhasilan maupun kegagalan
ehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun tindak lanjut yang
tepat di masa yang akan datang.

Sistematika penyaqjian Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Distribusi dan
Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Tahun 2018 masih
berpedoman pada peraturan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan
POM RI Nomor HK.04.1.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Badan POM, yang secara garis besar dapat dijabarkan sebagai
berikut :

Bab | : Pendahuluan,

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, bagan struktur organisasi, tugas
pokok dan fungsi, aspek strategis dan permasalahan utama (strategic
issues) yang sedang dihadapi oleh Direktorat Pengawasan Distribusi dan
Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor;

Bab Il : Perencanaan Kinerja,

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar
pelaksanan program, kegiatan dan anggaran Direktorat Pengawasan
Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Tahun
2018 meliputi  Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Distribusi dan
Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Tahun 2015 - 2019
dan Penetapan Kinerja Tahun 2018;

Bab lll : Akuntabilitas Kinerja,

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Direktorat Pengawasan Distribusi
dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dikaitkan
dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian  sasaran
strategis dan laporan akuntabilitas keuangan untuk tahun 2018;

Bab IV : Penutup,

enjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Pengawasan
distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor tahun
)18 serta menguraikan langkah/rekomendasi untuk meningkatkan kinerja
nasa datang.




BAB I
PERENCANAAN
KINERJA



BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

A.RENCANA STRATEGIS

Sebelum terbentuknya Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Oba
Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK) lama, pengawasan distribusi dan pelayanan obat dilakukan oleh Direktorat
Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT sedangkan pengawasan
distribusi dan pelayanan narkotika, psikotropika, dan prekursor dilakukan oleh
Direktorat Pengawasan NAPZA. Dalam Struktur Organisasi dan Tata Kinerja baru,
tugas dan fungsi kedua unit kerja tersebut digabungkan menjadi Direktorat
Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.

Oleh karena itu, pengukuran kinerja Direktorat Pengawasan Distribusi dan
Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang lalu tidak luput dari
pencapaian pelaksanaan tugas Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik

dan PKRT serta Direktorat Pengawasan NAPZA.

Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika,
dan Prekursor sebagai unit kerja yang baru perlu menetapkan rencana kinerjanya
dalam tahun 2018. Rencana kinerja tersebut harus seiring dengan rencana
strategis Badan POM selama 5 (lima) Tahun (2015 - 2019) yang telah ditetapkan.

Rencana strategis mengandung pengertian tujuan-tujuan yang ingin dicapai
oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
Penetapan rencana strategis yang baik sebisa mungkin harus memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul sehingga tujuan dapait =
terealisasi dengan optimal dan efisien. Rencana strategis kemudian diurai
menjadi visi, misi, serta rencana kegiatan yang dijabarkan ke dalam sasaran ki
Sasaran kerja diusahakan dalam bentuk rumusan yang yang lebih pende

tujuan Rencana Pembangunan Jaminan Menengah Nasional (RPJMN




ngukur keberhasilan pencapaian sasaran, perlu disusun indikator sasaran

gkapi dengan target kinerja (Lampiran 1).

dagai Unit Kerja Eselon Il di Badan POM dalam menjalankan fugas dan
sinyc untuk mencapai tujuan organisasi, Direktorat Pengawasan Distribusi
elayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor mengacu kepada visi dan
misi Badan POM.

1. Pernyataan Visi

Dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis, Direktorat
Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
mengacu pada visi Badan POM dimana segenap jajaran bercita-cita untuk

mewujudkan suatu keadaan ideal bagi masyarakat Indonesia, yaitu

Penjelasan Visi:

Dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan perlu melibatkan
peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan termasuk pelaku usaha.
Hal tersebut dilakukan secara akuntabel serta diarahkan untuk menjamin
obat dan makanan yang beredar aman, sehingga dapat meningkatkan
kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Penjelasan dari pengertian

kata Aman dan Daya Saing dalam visi dimaksud adalah sebagai berikut:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat
dan Makanan telah melalui analisa dan kgjian, sehingga
risiko yang mungkin  masih timbul adalah seminimal
mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat
digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa
khasiat/ manfaat Obat dan Makanan meyakinkan,
keamanan memadai, dan mutunya terjamin.

Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang

telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun




internasional, sehingga produk lokal unggul

bersaing di pasar global.

2. Pernyataan Misi

Tindakan nyata dalam mewujudkan visi di atas terangkum dalam misi ycmg
akan dilaksanakan sesuai dengan peran-peran Badan POM tersebut untuk

periode 2015-2019, diantaranya sebagai berikut:

a. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko

untuk melindungi masyarakat

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan satu-kesatuan fungsi (full
spectrum) standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan
sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta
penegakan hukum. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Badan
POM dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman dengan
tujuan akhir adalah masyarakat sehat, serta berdaya saing, maka perlu
disusun suatu sasaran strategis khusus yang mampu mengawalnya. Di satu
sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi.
sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya
prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan
Makanan seharusnya di desain berdasarkan analisis risiko, hal ini untuk
mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional

untuk mencapai tujuan sasaran strategis ini.

b. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan
keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan/

pemangku kepentingan

Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPG '
yaitu pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis de
menjamin produk Obat dan Makanan aman. Pelaku usaha me

pemangku kepentingan yang mampu memberikan jaminan prg




7 enuhi standar dengan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait
- dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan.

- Sebagai lembaga pengawas, Badan POM harus bersikap konsisten
terhadap pelaku usaha, yaitu dengan melaksanakan proses pemeriksaan
serfa pembinaan dengan baik. Badan POM harus mampu membina dan
mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman,
bermanfaat/ berkhasiat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara
berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku  usaha mempunyai

kemandirian dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan POM fidak dapat
berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerja sama atau kemitraan dengan
pihak lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan
bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan
pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar
terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan
Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan
kebijokan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai
Besar/ Balai POM di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan
tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang
diambil harus disinkronisasikan dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah.
Untuk itu, dalam melaksanakan tugas pengawasan di daerah, Badan
POM harus bersinergi dengan lintas sektor terkait, sehingga pengawasan

dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan.

. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan POM

Luasnya wilayah Negara Indonesia yang perlu dilindungi dari Obat dan
Makanan yang berisiko terhadap kesehatan membuat Badan POM harus
mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya dalam hal ini
meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine), terutama
terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang

kinerja yang merupakan modal penggerak organisasi. Oleh karena itu,

~ . pengelolaan sumber daya yang efekiif dan efisien menjadi sangat penting

- | ntuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.




B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Tujuan

Di samping itu, Badan POM sebagai suatu LPNK yang dibentuk
untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat tek
(techno structure), namun juga melaksanakan fungsi pe

(regulating), pelaksana (executing), dan pemberdayaan (empo
Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Kelembaga
tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yd

tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai orgonisos

Badan POM juga melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan
terkait kerja sama lintas sektor, lintas wilayah, lintas institusi dan sebagainya
yang merupakan potensi yang perlu diperkuat. Semua itu dilokukan untuk
mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran dan pengetahuan
yang baik terhadap Obat dan Makanan yang beredar di pasaran,
sehingga mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk Obat
dan Makanan yang mengandung bahan baku berbahaya dan ilegal.

Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kudlitas kinerja dengan tetap
mempertahankan sistem manajemen mutu dan  prinsip  organisasi
pembelagjar (learning organization). Untuk mendukung itu, maka Badan
POM perlu untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan
kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (knowledge

sharing) dengan pihak-pihak terkait.

Sesuai dengan Visi dan Misi Badan POM, tujuan Deputi Bidang Pengawasan
Obat dan NAPPIA yang diturunkan dari tujuan Badan POM, yaitu £ .
Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan ;
bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Berdasark
hal tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA menetapk

tujuan sebagai berikut :

A e




1. Persentase keputusan hasil pengawasan  sarana distribusi  obat dan

sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan tepat waktu

. Persentase rekomendasi hasil pengawasan sarana distribusi obat yang
ditindaklanjuti oleh instansi terkait

. Persentase permohonan penilaian  sarana  distribusi  obat  yang
diselesaikan tepat waktu

. Persentase Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil

pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat

2. Sasaran Strategis

Mengacu kepada sasaran strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat dan
NAPPZA yaitu Menguatnya Sistem Pengawasan Obat, maka Direktorat
Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

menefopkon sasaran strotegrs/kaneqo sebagai benkuf

3 Merﬂngkalnya obat yeng ‘aman, berkhasiat, dan bermutu melalui
~ pengawasan samna dhﬁbusi obat, Nurkaﬁka. Pslkoiroplka dan
Prekursor

2. Maningkahya pmmhomn penﬂalon am’aﬂu disiribusi obat
yang diselesaikan tepm waktu

3 Meningkulnya kemampuan Balai dalam meiakukon pengmsan :
~ sarana distribusi dan pelayanan obat = | //

Sasaran strategis/kinerja tersebut dijabarkan dalam Indikator Kinerja sebagai
tolok ukur pelaksanaan kegiatan, yang terdiri dari:
a. Persentase Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan  hasil

pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat

b. Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarand
distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor




. Persentase permohonan penilaian  sarana  distribusi

diselesaikan tepat waktu

d. Jumlah teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam pelayana

di bidang pengawasan sarana distribusi obat

e. Jumlah pelaku usaha yang diberikan bimbingan teknis pemen
CDOB

f. Persentase keputusan hasil pengawasan distribusi dan pelayanan obat

yang diselesaikan tepat waktu

g. Jumlah petugas BB/BPOM, petugas lintas sektor, dan pengelola saryanfar

yang diberikan bimbingan teknis dan sosialisasi

h. Persentase rekomendasi hasil pengawasan sarana distribusi obat yang
ditindaklanjuti oleh instansi terkait

i. Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan  Obat,
Narkotika, Psikotropika dan Prekursor*

Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dengan Sasaran Strategis Kegiatan Direktorat
Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan
Prekursor periode 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:




Tabel 1.

isi, Tujuan, Sasaran Strategis Badan POM, Sasaran Program Deputi Bidang
angawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adikiif dengan
~Sasaran Kegiatan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat,
Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Periode 2015-2019

- Meningkatnya Msningkam;fa. Meningkatnya 2 Indeks kebﬁasan

kepatuhandan  kepuasan kepuasan pelayanan publik di
- kepuasan pelaku  pelaku usaha pelaku usaha bidang pengawasan
- usaha serta terhadap terhadap sarana distribusi
kesadaran layanan publik  layanan publik  Obat, Narkotika,
masyarakat di bidang obat  di bidang Psikotropika dan
terhadap pengawasan Prekursor
- keamanan, distribusi obat
- manfaat, dan
~ mutu obat dan ‘ *Munngsam;m -'-Pammrz

- Perbaikan Jumlah teknologi
~ bisnis proses informasi vang
_w ~ pelayanan dimanfaatkan dalam
~ publikdi pelayanan publik di
bidang bidang pengawasan
pengawasan sarana distribusi obat
~ sarana distribusi
i it il

- teknologi.

: 'Talalr.'smnya_




C.PERJANJIAN KINERJA

Terwujudnya
RB BPOM

- RBBPOM
- 2015-2019

pengawasan
obat dan

Terwujudnya
RB Deputi
Bidang
Pengawasan
Obat dan
NAPPZA
sesuai dengan
roadmap RB
BPOM 2015-
2019

Terwujudnya

efektivitas
pengawasan

sarana distribusi

obat dan sarana
pelayanan
kefarmasian
berbasis risiko

RB Dircktorat
Pengawasan
Distribusi dan

-toad map RB

BPOM 2015-
2019

hasil pengawasan
distribusi dan
pelayanan obat yang
diselesaikan tepat
waktu

Nilai AKIP
Direktorat
Pengawasan
Distribusi dan
Pelayanan Obat,
Narkotika,
Psikotropika dan
Prekursor

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi

Atas Implementasi Sistermn Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi atas

implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nil
atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi

masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan king

instansi/unit kerja pemerintah.

Perjanjian kinerja diartikan sebagai lembar/dokumen yang berisikan pe

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi




ntuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

. Tujuan perjanjian kinerja adalah sebagai bentuk nyata komitmen antara

beri dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan

gas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan

okuntabilitas, transparansi, dan kineria aparatur. Selain itu, perjanjian kinerja

juga memiliki fujuan sebagai berikut :

1. Menciptakan folok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja,

2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran,

3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi
dan supervisi kinerja penerima amanah,

4, Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawdai.

Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika
dan Prekursor sebagai unit eselon Il di lingkungan Kedeputian Bidang
Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, BPOM,
dalam kurun waktu tahun 2015 -2019 ke depan diharapkan akan dapat
mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategis Level
2 Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika

dan Prekursor berikut :

PETA STRATEGI BSC LEVEL 2
DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN ONPP
J— ‘- — {’. KK : F . ian p
. g ~ hasil sarana Distribusi
" . dan Pelayanan ONPP oleh BB/BPOM dan Loka |
= ; POM _
gE KK 5 Jumiah Polugos Balo Boser/ Bolal POM
sosiaisasi kepada
El petugss BE/BPOM,
- 4 - i ™ 5 E
..... > o Rl = NS g M
1 7 1K : Jumiah teknologl || IKK: tumlah pelaku e GRS e e
| | informasl yang | | usaha yang diberikan | 'KK:
|OIKK: | dimanfaatian dalam | | Bimtek j P hasil peng: Sarana i
T P permoh | pelay publik di ™ cooe j B dan Obat yang tapet |
| penilaian sarana distribusi | 1 Becuo o wremmn e oun oo g NINNARE >,
e | o & s
| tepat waktu e = o . -
\ pr et SK8 7 KU Nilal hasil evaluasi
e e e T g Terwujudnya RB Dit. Was Prod sesuai dengan | akuntabilitas instansi
S — o road map RB BPOM 2015 - 2019 ,;‘ pe Dit. Was Di: "

‘3. Peta Strategi Level 2 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat,
- Narkotika, Psikotropika dan Prekursor




Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika,
dan Prekursor telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2018 dengo
kinerja dan besaran target mengacu pada Rencana Strategis Direktorat e
2015-2019 . Perjanjian Kinerja terdiri dari : )
¢ PKOTKlama ( Januari - Februari 2018 )

e PKOTK baru { Maret - Juli 2018 )

¢ PKOIK baru ( Agustus — Desember 2018} (Lampiran 3).
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A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

BAB IlI
AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja suatu unit kerja diperl
indikator utama. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan OBatf,
Narkotika, Psikotropika dan Prekursor menggunakan 9 (sembilan) Indikafe
Kinerja.

Tabel 2. Perubahan Indikator Kinerja Tahun 2015 - 2019

No Indikator Kinerja Tahun 2015-2019
1 Persen’rc:se Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil
| pengowcscm sarana distribusi dan pelayanan obat

2 ‘ Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi
- Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

|8 Persentase permohonan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan
tepat waktu

r : W= VRS- PR TP S

4 - Jumlah teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam pelayanan publik di J‘
l ' bidang pengawasan sarana distribusi obat |

5  Jumlah pelaku usaha yang diberikan bimbingan teknis pemenuhan CDOB |

6 Perseniose keputusc:n hasil pengc:woson distribusi dan pelayanan obat yong
, dlselesolkcn tepat waktu

| 7 Jumloh petugas BB/BPOM, petugas lintas sektor, dan pengelola soryonfor
o - yang diberikan bimbingan teknis dan sosuallsos:

8 Persentase rekomendasi  hasil pengowoscn sarana distribusi  obat ycmg
>d|hndckianjuh oleh instansi terkait —

9  Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika,

| [ Psikotropika dan Prekursor*

i

*Belum dapat dicantumkan nilainya

Berdasarkan hasil pertemuan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SAKIP tanggal
31 Januari 2018, kategori penilaian pencapaian indikator kinerja menggunak
kategori yang dirumuskan tahun 2017, yaitu kategori "Memuaskan” de
rentang nilai rata-rata 100 % < X < 125 %, kategori “Baik" dengan rentang:
rata-rata 100 %, kategori “"Cukup" dengan rentang nilai rata-rata 75 % £
%, kategori “Kurang" dengan rentang nilai rata-rata X < 75% dan kateg
dapat disimpulkan” dengan rentang nilai rata-rata X > 125 %S




an tfingkat capcaian kinerja Direktorat Pengawasan Distribusi dan
r'an Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor tahun 2018 dengan
ng nilai rata-rata sebesar 108,14 % yang masuk dalam kategori
vaskan”.

‘Pengukuran Indikator Kinerja

Hasil pencapaian Indikator Kinerja (IK} tahun 2018 Direktorat Pengawasan
Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor adalah
sebagai berikut :

Tabel 3. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2018

1. | Persentase Balaiyang sesuaidalam | /5% [ 9394% [ 12525%

| pengambilan  keputusan heshi - e T
| pengawasan sarana dis’mbusi dan .j '_
. pefaycmcm obat '

o, | Indeks kepuasan pelcycnon publ;k L7sk L 8sU% . 11348%
bl bidcmg pengcwcscn sarana : = SRl Al

| distrbusi Obat, Narkotika,
= .Ps;kotroptkc dcn Prekursor s

j_é:____'.Perseniosepamchonqn penlla;qn 4 70% e : 9528% 13611 %
| sarang distribusi obat yang e e i
| diselesaikan tepat waktu i = g e e e s
4, |Jumlah feknologiinformasiyang | ¢ | e - = iOO% s
i jdlmanfoctkandolqmpe%oyanan o S e L SR R
- | publik di bidang pengawasan
""-_saranddxsmbus;obm o e e S
:dibsmkanbimbingdnfeknls - STt = e
| pemenuhan CDOB o b sl e e e e
4. | Persentase keputusan hasi T T T e e
_pengcwascnd&sﬂibus&dan- e e B A et e e
| pelayanan obat ycmg drse!ewfkan Sl :
| tepatwaktu e T e
7. | Jumlah peTugasBB!BF’OM petugc:s Sk oeaye s ST eee o e
e irmqssek?er.danpengeloic e e e e L e
| saryanfar yang diberkan
| bimbingan teknis dan sosialisasi e _—
o [Fenenioserciomenda sl | g% | wmn | 6%
| pengawasan sarana distribusi obaf Sne S ' S
| yang diﬂndcklanjuh oteh zns?ansr g
| terkait : Sl e e e :
| Nilai AKlP Dlrekforai Fengowasan e
- DistrsbussdanPeicyanchbc’r Foemnemesnmie it e b il
| Narkotika, Psikotropika dcn -
| Prekursor* :




Dari Tabel 3 di atas, capaian masing-masing IK Direktorat :
Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekurs
diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

. Persentase Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan
pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat

Realisasi

(b)

Target
(a)

Capaian
(b/a x 100%)
125,25%

Indikator Kinerj
No ndikator Kinerja

Persentase Balai yang sesuai
dalam pengambilan keputusan
hasil pengawasan sarana
distribusi dan pelayanan obat

Terhadap hasil inspeksi fasilitas distribusi obat dan/atau bahan obat serta
fasilitas pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh Balai/Balai Besar POM,
dilokukan evaluasi untuk melihat kesesuaian tfindak lanjut yang diberikan
apakah sesuai dengan Pedoman Pengawasan dan Tindak Lanjut yang
berlaku atau tidak. Berdasarkan hasil evaluasi, fasilitas distribusi obat dan/atau
bahan obat serta fasilitas pelayanan kefarmasian tersebut dapat ditetapkan
Memenuhi Ketentuan (MK) atau Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) sesuai
dengan tingkat pemenuhan terhadap standar dan regulasi. Sarana distribusi
dan pelayanan kefarmasian yang ditetapkan TMK, diberikan sanksi sesuai
dengan tingkat kekritisannya.

Berdasarkan Pedoman Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Fasilitas Distribusi Obat dan/atau Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan
Kefarmasian, pemberian tindak lanjut hasil pemeriksaan di PBF untuk sanksi
administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan dan Rekomendasi
Pencabutan lzin merupakan kewenangan dari Badan POM. Balai Besar/Balai
POM mempunyai kewenangan untuk memberikan tindak lanjut berupa
pemberian surat perintah perbaikan dan sanksi peringatan tertulis dan
memberikan rekomendasi sanksi Penghentian Sementara Kegiatan dan
Pencabutan lzin ke Badan POM.

Untuk findak lanjut hasil pengawasan sarana pelayanan kefarmasian seiring
dengan perubahan beberapa peraturan terkait pengawasan sarand
pelayanan kefarmasian  yaitu  Permenkes terkait Standar  Pelayang
Kefarmasian Permenkes nomor 72, 73 dan 74 tahun 2016 serta Permen
nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, sanksi administratif yang dapat dibe
Badan POM berupa Sanksi Peringatan hingga Penghentian Se
Kegiatan, sedangkan untuk Rekomendasi Pencabutan Izin diberikan
instansi  penerbit izin, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten/Ko
ditindaklanjuti. :



: fungsi steering, Badan POM melakukan evaluasi kesesuaian findak
njut. asil pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM. Dalam
igka ketepatan proses dan kesesuaian tfindak lanjut  tersebut, maka
tapkan SOP Mikro No. POM-03.01/CFM.01/SOP.01/IK.34.04 tentang Evaluasi
Kesesuaian Tindok Lanjut Balai Besar/Balai POM. Keberhasilan evaluasi
esesuaian findak lanjut hasil pengawasan Balai Besar/Balai POM  diukur
‘dengan indikator Persentase Balai yang Sesuai dalam Pengambilan Keputusan
Hasil Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat, dengan target 75%
pada tahun 2018.

Pada tahun 2018, Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil
pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat sebesar 93,94% (31 Balai).
Hasil tersebut dihitung dari jumlah Balai yang telah sesuai dalam pengambilan
keputusan hasil pengawasan sarana  distribusi dan  pelayanan  obat,
dibandingkan dengan jumiah Balai Besar/Balai POM di Indonesia (33 Balai).
Dengan demikian merujuk kepada target, capaian kinerja untuk indikator
kinerja ini sebesar 12525% (kategori Tidak dapat disimpulkan). Hal ini
menunjukkan bahwa standar kesesuaian tindak lanjut hasil pengawasan Balai
Besar/Balai POM yang ditetapkan oleh Direktorat Pengawasan Distribusi dan
Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor sudah dapat
terlampaui oleh sebagian besar Balai/Balai Besar POM di Indonesia.

Kunci keberhasilan atas pencapaian kinerja indikator kinerja tersebut didukung
dengan program antara lain Penyamaan persepsi dengan Balai melalui Forum
Komunikasi, Bimbingan Teknis Pengawasan Saryanfar bagi Petugas Balai/Balai
Besar POM, dan Pelatihan Inspektur CDOB terstruktur dengan menitik beratkan
pada materi penetapan tindak lanjut sesuai dengan analisis risiko; Regulatory
assistance kepada pelaku usaha dalam peningkatan kepatuhan serta
penguatan regulasi pengawasan peredaran obat khususnya di Sarana
Pelayanan Kefarmasian.

Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian di tahun 2017 atau 2016,
karena merupakan indikator baru yang ada setelah struktur organisasi baru.

b. Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi
obat, narkotika, psikotropika dan prekursor

Capaian
(b/ax
100%)

113,48 %

: S Target | Realisasi
Indikator Kinerja (a) (b)

Indeks kepuasan pelayanan publik di
bidang pengawasan sarana distribusi
obat, narkotika, psikofropika dan
prekursor




Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan untuk mengetahui kinerjal pe
aparatur pemerintah secara berkala sebagai bahan evalua
menetapkan kebijokan dalam rangka peningkatan kudalitas pé
publik. Pada tahun 2018, Survei ini dilaksanakan mulai dari tanggal 2
s.d 31 Juli 2018 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendaya
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017  tens
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyeleng
Pelayanan Publik.

Dari hasil pelaksanan Survei Kepuasan Masyarakat di tahun 2018, Direktorat®
Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan &
Prekursor memperoleh nilai sebesar 85,11%, dengan capaian kinerja sebesar
113,48% (Kategori Memuaskan).

Jika dibandingkan capaian pada tahun 2017, Direktorat Pengawasan
Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
memperoleh 76,30%, naik sekitar 8,81% dibandingkan tahun 2018. Hal ini
diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kudlitas pelayanan
publik Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika,
Psikotropika dan Prekursor serta memacu peningkatan kualitas pelanan
publik dalom rangka mewujudkan akuntabilitas dan  meningkatkan
kepercayaan terhadap masyarakat.

Indeks kepuasan pelayanan publik Direktorat Pengawasan Distribusi dan
Pelayanan Obat dan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dinilai tinggi
dalam beberapa unsur diantaranya penanganan pengaduan  (98%),
kompetensi petugas (88%), perilaku petugas (87%), persyaratan pelayanan
(87%). Hal ini terjadi karena terdapat layanan pengaduan dalam aplikasi e-
sertifikasi CDOB berupa “live chat", layanan telepon, dan juga telah tersedia
ruang konsultasi layanan publik sehingga pelaku usaha memiliki banyak
alternatif untuk menyampaikan masukan, saran ataupun pertanyaan; telah
dilakukan peningkatan kompetensi petugas baik secara teknis dan non
teknis; serta Pelaku Usaha dapat melakukan monitoring di setiap tahapan
proses sertifikasi CDOB sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM No. 25
tahun 2017 melalui aplikasi e-sertifikasi CDOB.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan kinerja indikator di a

adalah:

1. Pengawasan Penerapan CDOB

2. Peningkatan Kemandirian Balai dan Pelaku Usaha dalam
Mandatory Sertifikasi CDOB

3. Peningkatan Kompetensi Inspektur CDOB.




‘ nfase permohonan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan
at waktu

Target | Realisasi Capaian
(a) (b) | (b/ax 100%)

136.1%

Indikator Kinerja

Persentase permohonan penilaian
sarana distribusi obat yang
diselesaikan tepat waktu

Dengan telah diundangkannya Peraturan Kepala Badan POM No. 25 Tahun
2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB),
maka pada tahun 2018 sertifikasi CDOB bagi PBF menjadi bersifat Mandatory
(waijib), yang diharapkan akan meminimalkan potensi  ketidaksesuaian
pengelolaan obat pada rantai distribusi obat. Untuk mendukung kemudahan
pelaksanaan mandatory sertifikasi CDOB, telah dilaunching sistem aplikasi
permohonan sertifikasi CDOB online (e-Sertifikasi CDOB) yang di dalamnya
memfasilitasi pelaku usaha dalam percepatan proses sertifikasi CDOB serta
memberikan kemudahan petugas dan peloku usaha dalam melakukan
monitoring timeline pada setiap tahapan.

Dari hasil pemantauan terhadap indikator “Persentase permohonan penilaian
sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat wakiu" pada tahun 2018
terpenuhi sebesar 95,28% dengan jumiah 242 sarana. Hal ini melampaui target,
sehingga capaian kinerja terhadap indikator ini sebesar 136,1% (Kategori Tidak
Dapat Disimpulkan).

Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan capdaian di tahun 2017 atau 2016,
karena merupakan indikator baru yang ada setelah struktur organisasi baru.

Selain karena adanya aplikasi e-sertifikasi CDOB, pencapaian yang sangat
tinggi disebabkan pada tahun 2018 Direktorat Pengawasan Distribusi dan
Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dengan gencar
melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepala Badan POM No.25 Tahun
2017 dan sosialiasasi penggunaan aplikasi e-sertifikasi CDOB ke-26 wilayah;
melakukan kegiatan pelayanan prima dan kegiatan desk CAPA di 9 wilayah.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan kinerja indikator di atas
adalah:
1. Pengawasan Penerapan CDOB
Peningkatan Kemandirian Balai dan Pelaku Usaha dalam rangka
~ . Mandatory Sertifikasi CDOB

" Pemeliharaan Aplikasi E-Sertifikasi CDOB.
Peningkatan Kompetensi Inspektur CDOB.




d. Jumlah teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam pelaya '
bidang pengawasan sarana distribusi obat

Target | Realisasi Cdpaicm
(a) (b) (b/a x 100%)

Indikator Kinerja

Jumlah teknologi informasi
yang dimanfaatkan dalam
pelayanan publik di bidang
pengawasan sarana distribusi
obat

Seiring dengan diundangkannya Peraturan Kepala Badan POM No. 25
Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik
(CDOB), telah di-launching juga sistem aplikasi permohonan sertifikasi CDOB
online (e-Sertifikasi CDOB) yang di dalamnya memfasilitasi pelaku usaha
dalam percepatan proses sertifikasi CDOB serta memberikan kemudahan
petugas dan pelaku usaha dalam melakukan monitoring fimeline pada
setiap tahapan.

Di tahun 2018 aplikasi tersebut telah efektif digunakan oleh petugas dan
para pelaku usaha. Aplikasi tersebut memberikan hasil yang baik terhadap
tingginya persentase timeline permohonan penilaian sarana distribusi yang
tepat waktu dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat dari tahun
sebelumnya.

Untuk selanjutnya aplikasi tersebut akan terus dikembangkan dan
disempumakan sesuai dengan masukan dari petugas dan para pelaku
usaha yang diterima sehingga mempercepat proses Mandatory Serfifikasi
CDOB para PBF sesuai dengan target yang diharapkan.

Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian di tahun 2017 atau
2016, karena merupakan indikator baru yang ada setelah struktur organisasi
baru.

. Jumlah pelaku usaha yang diberikan bimbingan teknis pemenuhan CDOB

Realisasi Capaian
(b) (b/a x 100%)

Target
)

Indikator Kinerja

Jumiah pelaku usaha yang
diberikan bimbingan teknis
pemenuhan CDOB

Dalam rangka pengawalan dan percepatan proses mandatory ser
CDOB, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Naf
Psikotropika dan Prekursor memberikan bimbingan teknis kepa
Usaha Pedagang Besar Farmasi (PBF). Bimbingan Teknis ini berup
pelayanan prima yang merupakan kegiatan jemput bola tefhadag




akan mengajukan permohonan Sertifikasi CDOB serta kegiatan desk
- CAPA guna memberikan regulatory assistance kepada PBF dalam
Denyelesaian CAPA.

ada tahun 2018, jumlah PBF yang telah diberikan bimbingan teknis sebesar
587 PBF dengan capaian kinerja sebesar 117,4%. (Kategori Memuaskan)

Pada tahun 2017 PBF yang diberikan bimbingan teknis sebesar 375 PBF
sehingga terjadi peningkatan jumiah PBF yang diberikan bimbingan teknis.
Hal ini dikarenakan Sertifikasi CDOB masih bersifat voluntary (sukarela),
sehingga target di tahun 2017 tidak sebanyak target di tahun 2018.

Pencapaian indikator jumiah pelaku usaha yang diberikan bimbingan teknis
pemenuhan CDOB di tahun 2018 bisa melampaui target disebabkan
karena pada tahun 2018 ini merupakan masa transisi mandatory sertifikasi
CDOB dan diharapkan seluruh PBF di wilayah Indonesia telah melaksanakan
proses sertifikasi CDOB pada Desember 2018 ini, sehingga Direktorat
Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikofropika dan
Prekursor gencar melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis ini dengan
melibatkan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia serta Asosiasi (GP
Farmasi Bidang Distributor dan lkatan Apoteker Indonesia).

Kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan kinerja indikator di

atas adalah:

1. Pengawasan Penerapan CDOB

2. Peningkatan Kemandirian Balai dan Pelaku Usaha dalam rangka
Mandatory Sertifikasi CDOB

3. Peningkatan Kompetensi Inspektur CDOB.

f. Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana
pelayanan kefarmasian yang diselesaikan tepat waktu

Capaian
(b/a x 100%)
104,68%

Realisasi
(b)
78,51%

Target
(@)

Indikator Kinerja

Persentase keputusan hasil
pengawasan distribusi dan
pelayanan obat yang diselesaikan
tepat waktu

Indikator Kinerja yaitu persentase keputusan hasil pengawasan distribusi dan
pelayanan obat mencakup tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sarana
tribusi dan pelayanan kefarmasian baik yang dilakukan oleh Balai
sar/Balai POM maupun oleh Badan POM. Selain itu, keputusan hasil
Agawasan dopat berupa keputusan regulatory action lainnya  baik
kaitan dengan penanganan kasus dan penetapan kebijakan atas isu




peredaran obat. Adapun keputusan hasil pengawasan Bald _
POM yang dilakukan oleh Badan POM ialah penetapan tindak:lanjut «
rekomendasi sanksi Penghentian Sementara Kegiatan termasuk Per

Kembali Kegiatan dan Rekomendasi Pencabutan lzin sarana distri
sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan pembagian kewen
penetapan tindak lanjut yang tercantum dalam Pedoman Pengawasa
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat dan/atau Bahan ©f
dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

Penetapan keputusan hasil pengawasan ini merupakan upaya Badan PO

dalam melakukan pembinaan dan pemberian efek jera kepada sarana'$
distribusi dan pelayanan kefarmasian yang melakukan pelanggaran dengan
tujuan agar tingkat kepatuhan sarana meningkat pasca pembinaan yang
dilakukan dan pengelolaan obat di sarana distribusi dan sarana pelayanan
kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketepatan proses dan keterukuran lini masa (time line) atas keputusan hasil
pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat yang dilakukan oleh
Badan POM tersebut mengacu kepada SOP Mikro No. POM-
03.01/CFM.01/SOP.01/IK.34.06 tentang Tindak Lanjut atas Rekomendasi PSK
oleh Balai, SOP Mikro No. POM-03.01/CFM.01/SOP.01/IK.34.05 tentang Tindak
Lanjut dan Monitoring Regulatory Action dan SOP Mikro No. POM-
03.01/CFM.01/SOP.01/IK.34.07 tentang Monitoring dan Evaluasi  Hasil
Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian Obat, NPP,
dimana keberhasilan kegiatan penerapan keputusan hasil pengawasan
sarana distribusi dan pelayanan obat divukur dengan Persenfase kepufusan
hasil pengawasan distribusi dan pelayanan obat yang diselesaikan tepat
waktu, dengan target 75%. Hasil pemantauan atas fime line penetapan
keputusan hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Badan POM pada tahun
2018 terpenuhi sebesar 78,51%. Dengan demikian merujuk kepada target,
capaian kinerja untuk indikator kinerja ini sebesar 104,68% (kategori
Memuaskan). Adapun kunci keberhasilan atas pencapaian indikator kinerja
tersebut adalah peran efektif organisasi dan tata kerja Badan POM, dimana
saat ini Badan POM memiliki unit eselon 3 yang secara khusus menangani
sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian, sehingga seluruh tindak lanjut
dapat terfokus sesuai dengan sarana yang diawasi. Selain itu, dilakukan
kegiatan peningkatan efektivitas pengawasan  khususnya  berkaitan
penetapan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan.

Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian di tahun 2017 4ai
2016, karena merupakan indikator baru yang ada setelah struktur org




1 petugas BB/BPOM, petugas lintas sektor, dan pengelola saryanfar
] diberikan bimbingan teknis dan sosialisasi

Target | Realisasi Capaian
(a) (b) (b/a x 100%)

118.6%

Indikator Kinerja

Jumlah petugas BB/BPOM,
petugas lintas sektor, dan
pengelola saryanfar yang
diberikan bimbingan teknis dan
sosialisasi

Peningkatan kompetensi petugas pengawas saryanfar merupakan tindak
lanjut atas  perubahan strategis kewenangan Badan POM  dalam
pengawasan sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan Permenkes
terkait Standar Pelayanan Kefarmasian Permenkes nomor 72, 73 dan 74 tahun
2016 serta Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang apotek kemudian dibuat
surat edaran Kepala Badan POM No. B-PW.02.03.341.3.03.17.01118 tanggal 8
Maret 2017 perihal Peningkatan Kompetensi Petugas Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan oleh masing-masing Balai dengan
mengundang Direktorat Pengawasan Distribusi dan  Pelayanan  ONPP
sebagai narasumber.

Tidak hanya petugas dinas kesehatan, tetapi petugas pengawas Badan
POM juga peru ditingkatkan kompetensinya. Peningkatan kompetensi ini
dilakukan melalui bimbingan teknis untuk menyamakan persepsi terkait
pengawasan saryanfar serta melakukan sosialisasi Peraturan Badan POM
nomor 4 tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat,
Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di  Faosilitas  Pelayanan
Kefarmasian yang baru saja diundangkan serta peraturan terkait lainnya.

Di tahun 2018 dengan anggaran gabungan antara Balai/Balai Besar Pom
dan Direktorat Pengawasan Distribusi  dan  Pelayanan ONPP  telah
dilaksanakan  peningkatan  kompetensi  peftugas dinas  kesehatan
kabupaten/kota di 5 Propinsi, petugas pengawas Balai/Balai Besar POM di 10
propinsi dan petugas pengelola saryanfar di Propinsi Jawa Barat.

Jumlah petugas BB/BPOM, petugas lintas sektor, dan pengelola saryanfar
yang diberikan bimbingan teknis dan sosialisasi di tahun mencapai 118.6%
, dari target yang ditetapkan (Kategori Memuaskan). Adapun pencapaian
" . memuaskan tersebut dapat diraih karena Direktorat Pengawasan Distribusi
“dan Pelayanan ONPP bersinergi dengan Balai/Balai Besar POM dalam
eloksanokon sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada para petugas dinas
chatan dan petugas pengelola sarana pelayanan kefarmasian sehingga
sroleh jumlah peserta yang optimal disetiap pelaksanaannya.




h.

Badan POM dalam melakukan pengawasan termasuk dalam upaya penertiban
terhadap pelaku usaha di bidang distribusi yang melakukan pelanggaran yang
mengharuskan untuk dilakukan pencabutan izin, harus bersinergi dengan lintas
sektor dalom upaya bersama melakukan pengawasan yang menyeluruh.
Rekomendasi pencabutan izin PBF yang selama ini telah disampaikan oleh
Badan POM, belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti oleh ke Kementerian

Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian di tahun 201
karena merupakan indikator baru yang ada setelah struktur organis

Persentase rekomendasi hasil pengawasan sarana distribusi obat
ditindaklanjuti oleh instansi terkait

Target | Realisasi Capaian
(a) (b) (b/a x 100%)

85 % 53.33 % 62,75 %

No Indikator Kinerja

8 | Persentase rekomendasi hasil
pengawasan sarana distribusi
obat yang ditindaklanjuti oleh

instansi ferkait

Kesehatan Rl untuk penetapan pencabutan izin PBF.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masih rendahnya ratio tindak lanjut
Pengawasan di Sarana Distribusi dan Sarana Pelayanan Kefarmsian oleh lintas
sektor ialah berkaitan dengan pihak Kementerian Kesehatan dalam
menindaklanjuti rekomendasi Badan POM membutuhkan hasil verifikasi Dinas
Kesehatan Provinsi. Berkaitan dengan hal tersebut telah dilakukan pertemuan
dengan Dinas Kesehatan dan juga telah dilakukan upaya untuk melakukan

sinkronisasi data  sarana distribusi dengan Dinas Kesehatan Propinsi, dengan
koordinasi yang lebih intensif, diharapkan proses pencabutan izin dapat
dilaksanakan lebih baik di masa mendatang. Selain itu diharapkan baik
Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah dapat lebih konsisten dalam
menerapkan Inpres Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas
Pengawasan Obat dan Makanan, dimana :

Kementerian Kesehatan diharapkan dapat melakukan koordinasi dan sinergi
dalam menyusun dan menyempumakan regulasi di bidang pengawasan 4
sediaan farmasi serta tata kelola dan bisnis proses pengawasan sediaqg
farmasi yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan keamang
kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi.

Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan  pengkajian
terhadap penerbitan pengakuan PBF cabang sesuai stand
persyaratan; melakukan sanksi administratif berupa pencabutan pet
PBF cabang dan menerapkan sistem informasi database dan
pemberian pengakuan PBF cabang.




ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian di tahun 2017 atau 2016,
erupakan indikator baru yang ada setelah struktur organisasi baru.

' - Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Disiribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika,
sikotropika dan Prekursor

Target | Realisasi Capaian

Indikator Kinerj
ndikator Kinerja (a) (b) (b/a x 100%)

Nilai AKIP Direktorat
Pengawasan Distribusi dan
Pelayanan Obat, Narkotika,
Psikotropika dan Prekursor

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari
penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) atas Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga
(K/L). Capaian nilai AKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayan Obat
dan NPP pada tahun 2018, sesuai hasil penilaian Tim APIP Badan POM adalah
BB.
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PENUTUP



BAB IV
PENUTUP

Tahun 2018 adalah tahun keempat dalam implementasi Rencana Strategis,
2019. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP sebagai peng
post market di bidang pengawasan distribusi obat dan pengawasan pelaya
kefarmasion dalam menjalankan  tugas pokok dan fungsinya membutuhkam
dukungan sistem, infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, baik dafi
segi kuantitasnya maupun dari segi kapabilitas dan keahliannya.

Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian ONPP mendukung
program Pengawasan Obat, dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya mutu
sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian. Untuk mencapai sasaran
tersebut dibuat serangkaian kegiatan yang dapat divkur. Keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diihat dari hasil pengukuran
dengan menggunakan indikator kinerja yang disertai target kinerja.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahun 2018 dan Penetapan

Kinerja Tahun 2018 dengan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan
sarana distribusi dan pelayanan obat

2. Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi
Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

3. Persentase permohonan penilagian sarana distribusi obat yang diselesaikan
tepat waktu

4. Jumiah teknologi informasi yang dimanfaatkan dalom pelayanan publik di
bidang pengawasan sarana distribusi obat

5. Jumlah pelaku usaha yang diberikan bimbingan teknis pemenuhan CDOB

6. Persentase keputusan hasil pengawasan distribusi dan pelayanan obat yang
diselesaikan tepat waktu

7. Jumlah petugas BB/BPOM, petugas lintas sektor, dan pengelola saryanfar yang |
diberikan bimbingan teknis dan sosialisasi

8. Persentase rekomendasi hasil pengawasan sarana  distribusi obat c'
ditindaklanjuti oleh instansi terkait -

9. Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Nar
Psikotropika dan Prekursor

Indikator Kinerja Nilai AKIP belum dapat ditetapkan karena merupakan b
hasil akhir pelaporan AKIP ini, sehingga dalam laporan ini hanya &




f kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian Direktorat
an Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.

il paian kinerja rata-rata ke 8 (delapan) Indikator Kinerja adalah 108,14 %
n kategori Memuaskan (100% < X < 125%).

asi keuangan apabila dibandingkan dengan pagu sebelum OTK baru adalah
esar 63,48 % sedangkan apabila dibandingkan dengan pagu setelah OTK Baru
dalah sebesar 92,24%.

erhitungan pagu KEGIATAN ANTARA LAIN : terdapat 4 (Empat) kegiatan yang
tidak efisien, yaitu Peningkatan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) Sarana
Distribusi, Koordinasi Nasional dan Lintas Sektor di Bidang Distribusi Obat,
Pengawasan Label Obat yang Beredar, dan Peningkatan kemampuan
Farmokivigilans Pada Stakeholder. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan
di OTK lama yang anggarannya dilakukan revisi dan sebagian berpindah ke unit
kerja Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Ekspor-impor  ONPPZA.
Ketidakefisienan kegiatan tersebut karena terdapat sebagian anggaran yang tidak
digunakan secara optimal sedangkan tupoksi kegiatan tersebut telah berpindah ke
unit kerja lain. Mengingat perpindahan anggaran dan tupoksi dari OTK lama ke OTK
baru membutuhkan waktu sedangkan kegiatan harus terus berjalan menyebabkan
koordinasi antara dua unit kerja baru dan lama menjadi sedikit terkendala.

Selain itu, seiring dengan berjalannya tahun anggaran 2018, terdapat pemotongan
anggaran. Namun, Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika,
Psikotropika dan Prekursor tidak melakukan penyesuaian target realisasi fisik
(output). Hal ini dikarenakan semangat optimisme kami, dimana kami ingin melihat
sejauh mana kinerja bisa dimaksimalkan agar tetap menghasikan output yang
tinggi walaupun dengan anggaran yang sudah dipotong. Namun ke depan, perlu
dilakukan andalisis lebih dalam mengenai perlu tidaknya penyesuaian target apabila
terjadi pemotongan anggaran terutama kegiatan-kegiatan yang memerukan
anggaran yang cukup besar dalam pelaksanaannya. Secara garis besar kegiatan
di tahun 2018 berhasil terealisasi dengan efektif dan efisien.

Secara keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran
untuk meningkatkan kinerja dan koordinasi di masa-masa mendatang. Beberapa
langkah-langkah perbaikan telah dirumuskan untuk  dikaji lebih lanjut  unfuk
enghasilkan tindakan perbaikan yang tepat sasaran. Beberapa langkah penting
bagai  strategi  pemecahan masalah atau bahan  pertimbangan  untuk
umuskan perbaikan di masa yang akan datang, adalah sebagai berikut:

eningkatkan kepekaan terhadap perubahan-perubahan yang muncul saat
fahun berjalan (sebagai contoh adanya pemotongan anggaran) sehingga
pat  merumuskan langkah-langkah strategis dan tepat agar kegiatan-
iian yang direncanakan dapat terealisasi dengan efektif dan efisien.




2. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi yang baik di antara
terkait yang berada dalam lingkungan Badan POM maupun pihak-
lainnya dalam merumuskan kebijakan di bidang pengawasan distriousi of
dan sarana pelayanan kefarmasian.




LAMPIRAN



Lampiran 1

Target Pembangunan untuk Tahun 2015-2019
Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT

melakukan Pengawasan
Sarana Distribusi dan
Pelayanan Obat

Keputusan Hasil Pengawasan
Sarana Distribusi dan
Pelayanan Obat

TARGET
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KET.
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase Keputusan Hasil
Pengawasan Sarana Distribusi
. Obat dan Sarana Pelayanan : —
Meningkatnya Obat yang| e farmasian yang - . - 75% | 80% J?:;:Z?% :<|5r_12eorjlog
Aman, Berkhasiat, dan | icelesaikan tepat waktu
bermutu melalui
Pengawasan Sarana
Distribusi Obat, Narkotika,
Psikotropilka dan Persentase Rekomendasi hasil . o
R Indikator Kinerja
Prekursor Pengawasan Sarana Distribusi ;
- - - - - 85% - Utama sudah tidak
Obat yang ditindaklanjuti dinakai
Meningkatnya oleh Instansi terkait ipakai
jaminan produk Obat -
dan Makanan aman Menlngkofny_c : Persentase Permohonan
Permohonan Penilaian Penilaian  Sarana  Distribusi Indikator Kinerj
Sarana Distribusi Obat i ; - - - 70% 75% TRl B O
: : Obat yang diselesaikan tepat Utama 2015-2019
yang diselesaikan tepat
waktu
waktu
’ MeﬁingI<Bc11'n\{c(lj | Zerlsenigse Boldlglcng sesuai Indikator Kinerja
emampuan palal aalam|aaiam rengambpiian _ - B 75% _ Utama sudah tidak

dipakai
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KEPUTUSAN
DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT
NOMOR HK.04.341.11.17.4428
TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT
TAHUN 2018

DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT,

Menimbang . a. bahwa pelaksanaan penyusunan Rencana Kinerja
Tahunan perlu dilakukan oleh setiap unit kerja
Eselon II;

b. bahwa setiap dokumen Rencana Kinerja Tahunan
dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi untuk
memonitor dan mengendalikan pencapaian kinerja

organisasi;

c. bahwa Rencana Kinerja Tahunan Direktorat
Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT
perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan
PKRT;

d. bahwa Keputusan Direktur Pengawasan Distribusi
Produk Terapetik dan PKRT disusun sesuai dengan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4421);

Mengingat .

9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);
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3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663};

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);

6. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 3 tahun 2013;

7 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah
Nasional Tahun 2015 - 2019;

8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Tahun 2015 Nomor 137);

9 Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;
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10. Peraturan  Menteri Negara  Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231
Tahun 2004;

12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor
HK.00.05.21.3546 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI
PRODUK TERAPETIK DAN PKRT TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT
PENGAWASAN DISTRIBUS!I PRODUK TERAPETIK
DAN PKRT TAHUN 2018

Pertama :  Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pengawasan
Distribusi Produk Terapetik dan PKRT Tahun 2018
merupakan sasaran strategis dan indikator kinerja
kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja
Pemerintah tahun 2018;
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Kedua : Rencana Kinerja Tahunan merupakan panduan
pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018;

Ketiga : Rencana Kinerja Tahunan 2018 sebagaimana
tersebut di atas dalam lampiran keputusan ini.

Keempat . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 21 November 2017
DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI
PRODUK TERAPETIK DAN PKRT

\Nen

.—-*"'—'_-_-'
Drs. H. G. Kakerissa, Apt.

NIP. 19620815 198803 21 001




LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT
NOMOR HK.04.341.11.17. Y418

TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI
PRODUK TERAPETIK DAN PKRT TAHUN 2018

RENCANA KINERJA TAHUNAN

DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT

TAHUN 2018
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
1. Meningkatnya mutu sarana 1.1. Jumlah PBF yang meningkat kemampuan CDOB 170 PBF
distribusi dan keamanan obat |13 jumlah tindak lanjut regulatory terkait keamanan obat 16 Tindak
beredar pasca pemasaran lanjut
1.3.  Jumlah label obat beredar yang diawasi, dikaji dan 36500 Label
memenuhi ketentuan
1.4. Jumlah iklan obat yang diawasi, dikaji, dan memenuhi 3900 Iklan
ketentuan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 November 2017
DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI
PRODUK TERAPETIK DAN PKRT

\% N \
p—————
Drs. H. G. Kakerissa, Apt.
NIP. 19620815 198803 1 001
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PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Drs. H. G. Kakerissa, Apt.
Jabatan : Direktur Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Dra. Nurma Hidayati, Apt., M.Epid.

Jabatan . Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran peranjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2018

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
(‘x‘. :_)}h—'/’}' \g e V)
P
Dra. Nurma Hidayati, Apt. M.Epid. Drs. H. G. Kakerissa, Apt.

NIP. 19670131 199303 2 001 NiP. 19620815 198803 1 001
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Formulir Penetapan Kinerja

Tingkat Unit Organisasi Eselon Il

Unit Organisasi Eselon |l : Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT

Tahun Anggaran . 2018

Jumiah Anggaran:

Kegiatan Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT: Rp. 18.566.990.000,-

Deputi Bidang Pengawasan
Produk Terapetik dan NAPZA,

Dra. Nurma Hidayati, Apt. M.Epid.
NIP. 19670131 199303 2 001

Jakarta, 10 Januari 2018

Direktur Pengawasan Distribusi
Produk Terapetik dan PKRT

\«’;e )

—
Drs. H. G. Kakerissa, Apt.

NIP. 19620815 198803 1 001

No. | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET |
1. Meningkatnya mutu 1.1.  Jumlah PBF yang meningkat 170 PBF
sarana distribusi dan pemenuhan CDOB »!
keamanan obat beredar 1.2.  Jumlah tindak lanjut regulatory 16 Tindak lanjut }

terkait keamanan obat pasca |

: pemasaran |

| 1.3, Jumiah label obat beredar yang 36500 Label
g diawasi, dikaji dan memenuhi
ketentuan |

1.4.  Jumlah iklan obat yang diawasi, 3900 Iklan

- - | dikaji, dan memenuhi ketentuan |
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PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Drs. H. G. Kakerissa, Apt.
Jabatan : Direktur Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Nurma Hidayati, Apt., M.Epid.

Jabatan - Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2018

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
‘-‘-'"-—_-—-.-—
Dra. Nurma Hidayati, Apt. M.Epid. Drs. H. G. Kakerissa, Apt.

NIP. 19670131 199303 2 001 NIP. 19620815 198803 1 001
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Formulir Penetapan Kinerja

Tingkat Unit Organisasi Eselon Il

Unit Organisasi Eselon Il : Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT

Tahun Anggaran - 2018

No. | SASARAN STRATEGIS |  INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - TARGET |
1. | Meningkatnya mutu 1.1.  Jumiah PBF yang meningkat “170PBF |
sarana distribusi dan pemenuhan CDOB | 1’
keamanan obat beredar 1.2.  Jumlah tindak lanjut regulatory 16 Tindak lanjut
terkait keamanan obat pasca |
| pemasaran 1
 1.3.  Jumiah label obat beredar yang 36500 Label |
diawasi, dikaji dan memenuhi E i
ketentuan B
1.4.  Jumlah iklan obat yang diawasi, 3900 lklan
dikaji, dan memenuhi ketentuan | |

Jumlah Anggaran:

Kegiatan Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT: Rp. 18.566.990.000.-

Jakarta, 10 Januari 2018

Deputi Bidang Pengawasan Direktur Pengawasan Distribusi
Produk Terapetik dan NAPZA, Produk Terapetik dan PKRT
)
(it < s
. ]
Dra. Nurma Hidayati, Apt. M.Epid. Drs. H. G. Kakerissa, Apt.

NIP. 19670131 199303 2 001 NIP. 19620815 198803 1 001
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RENCANA AKSI
DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT
TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA SASARAN / INDIKATOR - ~
KINERIA KEGIATAN TARGET REALISAS!
SASARAN STRATEGIS e RET
/ KEGIATAN
T W T T
URAIAN SATUAN ™ ™ ™ w W ™ W w
I i 1 v f i i "
X 2 3 4 S [3 Vi 8 E] 10 11 12
Meningkatnya mutu  Humilah PBF yang meningkat OBF 30 = 0 5
sarana distribusi den  }pemenuhan CDOB PB 3 0 13 170
keamanan obat Jumiah tindak lanjut Tindak
Hiry
beredar regulatory terkait keamanan " at 2 7 12 16
obat pasca pemasaran =1
jumiah label obat beredar
yang diawasi, dikaji dan Label 3650 | 18250 | 32850 | 36500
memenuh: ketentuan
Jumlah kajian obat yang
diawas, dikaji dan memenuhi tkian 390 1950 3510 3900
ketentuan
Anggaran: Rp 18,566,990,000
takarta, Januari 2018
Pihak Kedua Pihak Pertama

Deputi Bidang Pengawasan
Produk Terapetik dan NAPZA

)
\ /}«,-_,/,}f

Dra, Nurma Hidayati, Apt., M.Epid,

NiP. 19670131 199303 2 001

Direktur Pengawasan Distribusi
Produk Terapetik dan PKRT

o M

Ors. H. G. Kakerissa, Apt.
NIP. 19620815 198803 1 001




BADAN POM RI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM

Jabatan : Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat dan NPP
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Reri indriani, Apt, M.Si
Jabatan : Pit. Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPZA
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Agustus 2018

Pihak Kedua Pihak Pertama

(Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si) (Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM)
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DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT DAN NPP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

SASARAN

|
NO. | PERSPEKTIF KEGIATAN INDIKATOR KINERJA | TARGET !
1. | Stakeholders | Meningkatnya Persentase BB/BPOM 60% |
Perspective | kemampuan Balai | yang sesuai dalam '
dalam  melakukan | pengambilan
pengawasan sarana | keputusan hasil
distribusi dan | pengawasan sarana
| pelayanan obat distribusi dan
pelayanan Obat, |
.| Narkotika, Psikotropika, |
dan Prekursor @
2. Customer Meningkatnya Indeks kepuasan 75%
Perspective | kepuasan pelaku | pelayanan publik di
usaha terhadap | bidang pengawasan
layanan publik di | sarana distribusi Obat, |
bidang pengawasan | Narkotika, Psikotropika, '
distribusi obat dan Prekursor | |
3. internal Meningkatnya Persentase 70% |
Process ketepatan waktu | permohonan penilaian '
Perspective | pelayanan publik di | sarana distribusi obat i
bidang pengawasan | yang diselesaikan tepat ;
sarana distribusi | waktu i
obat ;
4. internal Perbaikan bisnis | Jumlah teknologi 1 i
Process proses  pelayanan | informasi yang ’
Perspective | publik di bidang | dimanfaatkan dalam
pengawasan sarana | pelayanan publik di
distribusi obat | bidang pengawasan
termasuk sarana distribusi obat
pemanfaatan
teknologi
5. Internal Terlaksananya | Jumiah pelaku usaha 250
Process | bimbingan teknis | yang diberikan
Perspective | pemenuhan CDOB | bimbingan teknis
kepada pelaku | pemenuhan CDOB
usaha
6. internal Meningkatnya Persentase keputusan 75%
Process efektivitas | hasil pengawasan | }
Perspective | pengawasan sarana | distribusi dan
distribusi obat dan | pelayanan obat yang
sarana pelayanan | diselesaikan tepat | l
kefarmasian | waktu l
berbasis risike
7. Internal Terlaksananya Jumiah BB/BPOM dan 500
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Process Bimtek dan advokasi | stakeholder terkait yang
Perspective | kepada BB/BPOM | diberikan  bimbingan
dan stakeholder | teknis dan advokasi
terkait
8. Learning & | Terwujudnya RB | Nilai AKIP  Ditwas 78
Growth Ditwas Distribusi | Distribusi dan
Perspective | dan Pelayanan | Pelayanan ONPP
ONPP - sesuai
roadmap RB BPOM
2015-2019
Kegiatan Anggaran

1. Penertiban keputusan hasil pengawasan sarana distribusi Rp 8.732.050.000

obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan

tepat waktu

yang diselesaikan tepat waktu
3. Layanan Internal

Total

Pihak Kedua

(Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si)

Penyelesaian penilaian permohonan sarana distribusi obat Rp 3.356.710.000

Rp 688.740.000
Rp 12.777.5000.000

Jakarta, 20 Agustus 2018
Pihak Pertama

N

(Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM)
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RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT DAN NPP

B TARGET REALISASI
NO. PERSPEKTIF SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA B3 B6 B9 | B12 B3 B6 | B9 | B12
(i) (i) (iii) (iv) (V) (vi) (vii) (wviii)
1. Stakeholders | Meningkatnya kemampuan | Persentase BB/BPOM yang sesuai dalam - - 60% | 60% - = s | &
. Balai dalam melakukan | pengambilan keputusan hasil
Perspective pengawasan sarana | pengawasan sarana distribusi  dan
distribusi dan pelayanan | pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika,
obat dan Prekursor
2. Customer Meningkatnya  kepuasan | Indeks kepuasan pelayanan publik di - - - 75% - - - "N
) pelaku usaha terhadap | bidang pengawasan sarana distribusi
Perspective | jayanan publik di bidang | Obat, Narkotika, Psikotropika, dan
pengawasan distribusi cbat | Prekursor
3. Internal Process | Meningkatnya  ketepatan | Persentase permohonan penilaian sarana | - - - | 70% | - . . .
. waktu pelayanan publik di | distribusi obat yang diselesaikan tepat
Perspective bidang pengawasan sarana | waktu
distribusi obat
4 Internal Process | Perbaikan bisnis proses | Jumlah  teknologi  informasi  yang - - - 1 - - - 5
. pelayanan publik di bidang | dimanfaatkan dalam pelayanan publik di
Perspective pengawasan sarana | bidang pengawasan sarana distribusi obat
distribusi obat termasuk
pemanfaatan teknologi
5. Internal Process | Terlaksananya bimbingan | Jumlah pelaku usaha yang diberikan - - 138 | 137 - - - -
. teknis pemenuhan CDOB | bimbingan teknis pemenuhan CDOB
Perspective kepada pelaku usaha
6. Internal Process | Meningkatnya  efektivitas | Persentase keputusan hasil pengawasan - - 75% | 75% - - . &
. pengawasan sarana | distribusi dan pelayanan obat yang
Perspective distribusi obat dan sarana | diselesaikan tepat waktu
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pelayanan kefarmasian

berbasis risiko
7. Internal Process | Terlaksananya Bimtek dan | Jumlah BB/BPOM dan stakeholder terkait - - - 500 - -
. advokasi kepada BB/BPOM | yang diberikan bimbingan teknis dan
Perspective | gan stakeholder terkait advokasi
8. Learning & | Terwujudnya RB Ditwas | Nilai AKIP Ditwas Distribusi dan | - - - | T8% | - -
Distribusi dan Pelayanan | Pelayanan ONPP
Growth ONPP sesuai roadmap RB

Pihak Kedua

M

(Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si)

Jakarta, 20 Agustus 2018
Pihak Pertama "

S

(Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM)
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Lampiran 4

Formulir Pengukuran Kinerja
Tingkat Unit Organisasi Eselon Il

Unit Organisasi Eselon |l

Tahun Anggaran

: Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat,

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Sarana Distribusi dan
Pelayanan Obat

Pelayanan Obat

: 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Yo
) Persentase Keputusan Hasil
Meningkatnya Obat yang |pengawasan Sarana Distribusi Obat 75% 78,51% 104,68%
Aman, Berkhasiat, dan  |dan Sarana Pelayanan Kefarmasian
bermutu melalui yang diselesaikan tepat waktu
. P(—T‘nngcscn San? Persentase Rekomendasi hasil
Distribusi Obat, Nc;rkoﬂkq, Pengawasan Sarana Distribusi Obat
Psikotropilka dan Prekursor |, ditindaklanjuti oleh Instansi 85% 5333% | 62.75%
terkait
Persentase Permohonan Penilaian
Meningkatnya Permohonan|sarana Distribusi Obat yang
Penilaian Sarana Distribusi | diselesaikan tepat waktu 70% 95.28% 136.11%
Obat yang diselesaikan i <
tepat waktu
Meningkatnya Persentase Balai yang sesuai dalam
Kemampuan Balai dalam |Pengambilan Kepuiusqn i.-!c:sill
melakukan Pengawasan |Pengawasan Sarana Distribusi dan 75% 93,94% 125,25%

Jumlah Anggaran Kegiatan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Pemotongan Anggaran OTK Baru
Realisasi Anggaran Kegiatan

Rp. 18.566.990.000.-
Rp. 12.777.500.000.-
Rp. 11.786.138.364,-




PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR

TAHUN 2018
Kegiatan
Persentase
Sasaran Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Fencapalan
Target
(%)
Meningkatnya Obat Peningkatan Cara Input:
yang Aman, Berkhasiat, Distribusi Obat yang |Dana Rp 1.734.077.000 | 1.570.092.795 96,31
dan bermutu melalui Baik (CDOB) Saran  [Qutput:
Pengawasan Sarana Distribusi Jumlah Kegiatan PT 308 230 75
Distribusi Obat, Narkotika,
Psikotropilka dan Koordinasi Nasional [Input:
Prekursor dan Llintas Sektor di  [Dana Rp 129.210.000 119.320.660 92,35
Bidang Distribusi Output:
Obat Jumlah Kegiatan PT 5 4 80
Pengawasan Label |[Input:
Obat yang Beredar |Dana Rp 47.250.000 44.874.800 95
Output:
Jumlah Kegiatan Laporan 12 11 92
Dukungan Input:
Manajemen Dana Rp 472.560.000 461.987.000 928
Pengawasan Label |Qutput:
Obat Beredar Jumlah Kajian Kajian 37 37 100
Pengkajian Aspek Input:
Keamanan Produk  |Dana Rp 220.120.000 212.851.850 97
Terapetik Beredar Output:
Jumlah Laporan Kegiatan| Laporan 390 3%0 100
Peningkatan Dana Rp 117.480.000 112.790.000 96,01
kemampuan Qutput:
Farmokivigilans Pada| j;m|ah Laporan Kegiatan| Laporan 3 2 67

Stakeholder




Meningkatnya
Kemampuan Balai
dalam melakukan

Pengawasan Sarand
Distribusi dan Pelayanan
Obat

7. |Pengembangan Input:
lanjutan pusat Dana Rp 5.850.000 5.832.000 99,69
kewaspadaan dan  |Qutput:
penanggulangan Jumlah Kegiatan Laporan 1 1 100
keamanan
8. |Pengawasan lklan Input:
Obat Beredar Dana Rp 75.000.000 71.522.400 95,36
Output:
Jumlah Kegiatan Laporan 21 21 100
9. |Perkuatan Sarana Input:
Prasarana Dana Rp 105.950.000 76.047.000 71,78
Qutput:
Jumlah Kegiatan Laporan 1 ] 100
10. |Penguatan Quality |Input:
Management System [Dana Rp 103.580.000 50.162.000 48,43
Output:
Jumlah Kegiatan Laporan 2 2 100
11. |Peralatan dan Mesin |Input:
Dana Rp 87.760.000 87.757.500 100
Output:
Jumlah Kegiatan PT 1 1 100
12. |Layanan Internal Input:
Organisasi Dana Rp 851.203.000 780.861.351 91,74
Output:
Jumlah Kegiatan Laporan 15 15 100
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Meningkatnya
Kemampuan Balai
dalam melakukan

Pengawasan Sarana
Distribusi dan Pelayanan
Obat

7. |Pengembangan Input:
lanjutan pusat Dana Rp 5.850.000 5.832.000 99.69
kewaspadaan dan  |Qutput:
penanggulangan Jumlah Kegiatan Laporan 1 1 100
keamanan
8. |Pengawasan lklan Input:
Obat Beredar Dana Rp 75.000.000 71.522.400 95,36
OQutput:
Jumlah Kegiatan Laporan 21 21 100
9. [Perkuatan Sarana Input:
Prasarana Dana Rp 105.950.000 76.047.000 71,78
Qutput:
Jumlah Kegiatan Laporan 1 1 100
10. |Penguatan Quality Input:
Management System |Dana Rp 103.580.000 50.142.000 48,43
Qutput:
Jumlah Kegiatan Laporan 2 2 100
11. |Peralatan dan Mesin |Input:
Dana Rp 87.760.000 87.757.500 100
Qutput:
Jumlah Kegiatan PT 1 1 100
12. {Layanan Internal Input:
Organisasi Dana Rp 851.203.000 780.861.351 91,74
OQutput:
Jumlah Kegiatan Laporan 15 15 100
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Lampiran é

Unit Organisasi Eselon |l

Formulir Pengukuran Efisiensi Kegiatan
Tingkat Unit Organisasi Eselon |l

: Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikohropika dan Prekurser

Tahun Anggaran 12018
Rata-Rata Capalan IE SE KATEGORI TE
Target Indikator
Sasaran Strategis Kegiatan Kegiatan
Input Output
Meningkatnya Obat yang Aman, |Pengawasan Distribusi 1 |Peningkatan Cara Distribusi Obat yang Baik 96,31% 75% 0,78 1 | Tidak Efisien 0,22
Berkhasiat, dan bermutu melalui |Pelayanan Obat, (CDOB) Sarana Distribusi
Pengawasan Sarana Disiribusi Narkotika, Psikotropika
Obat, Narkotika, Psikotropilka dan Prekursor
dan Prekursor .
2 |Koordinasi Nasional dan Lintas Sektor di 92,35% 80% 0,87 1 | Tidak Efisien | -0,133730374
Bidang Distribusi Obat
3 |Pengawasan Label Obat yang Beredar 95% 92% 0,97 | Tidak Efisien 0
4 |Dukungan Manajemen Pengawasan Label 98,00% 100% 1.02 1 Efisien 0,02
Obat Beredar
5 |Pengkgjian Aspek Keamanan Produk Terapetik| 98,00% 100% 1,02 1 Efisien 0,02
Beredar
6 |Peningkatan kemampuan Farmokivigilans 96,10% 67% 0,70 1 | Tidak Efisien -0,30
Pada Stakeholder
Meningkatnya Permohonan Pengawasan Distribusi 7 |Pengembangan lanjutan pusat kewaspadaan|  99,69% 100% 1,00 1 Efisien 0,00
Penilaian Sarana Distribusi Obat |Pelayanan Obat, dan penanggulangan keamanan
yang diselesaikan tepat wakiu  |Narkotika, Psikofropika
dan Prekursor ‘
8 [Pengawasan lklan Obat Beredar 95,36% 100% 1,05 1 Efisien 0,05
9 |Perkuatan sarana prasarana 71.78% 100% 1,39 1 Efisien 0,39
10 [Penguatan Quality Management System 48,43% 100% 2,06 | Efisien 1,06
11 |Peralatan dan Mesin 100% 100% 1,00 1 Efisien 0,00
12 |Layanan Internal Organisasi 91,74% 100% 1,09 1 Efisien 0,09
13 |Pengawasan Distribusi dan Sarana Pelayanan | 94,00% 97% 1.03 1 Efisien 0,03
Kefarmasian
Meningkatnya Kemampuan 14 |Dukungan Manajemen Pengawasan Sarana 85,19% 0% 1.06 1 Efisien 0,06
Balai dalam melakukan Distribusi dan Pelayanan
Distribusi
Pengdzwn‘if‘;gjg:g:’o;;' V3 15 [Peningkatan Cara Disliibusi Obat Yang Baik | 96.19% | 98% 1.02 1 Efisien 0,02
(CDOB) di Sarana Distribusi
16 |Peralatan dan Mesin 99,00% 100% 1,01 1 Efisien 0,01
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